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Desa diberikan kewenangan secara penuh oleh Peraturan perundang-
undangan untuk mengelola wilayahnya sendiri. Namun, kasus korupsi di tingkat
desa marak terjadi di Indonesia. Mayoritas dilakukan oleh pejabat-pejabat lembaga
desa. Kerugian yang dihasilkan dari perbuatan tersebut diantaranya adalah
terlambatnya pembangunan desa untuk kesejahteraan masyarakat desa. Salah satu
upaya yang dilakukan sebagai pencegahan tindak pidana korupsi di tingkat desa
adalah penerapan prinsip check and balances.

Dengan penelitian yang menggunakan metode Penelitian Hukum empiris
yang meneliti beberapa desa di kecamatan Wanaraya sebagai sampel penelitian.
penelitian ini berfokus pada lembaga-lembaga desa yaitu Kepala desa dan BPD
sebagai pelaksana dari pengelolaan sumber daya desa. Kedua lembaga tersebut
yang menjalankan prinsip check and balances

Hasil penelitian yang akan dijelaskan dalam skripsi ini menujukkan bahwa
penerepan prinsip check and balances dijalankan di tingkat desa di kecamatan
Wanaraya dimulai dari proses perencanan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.
Namun hasil dari penerapan prinsip tersebut dipengaruhi oleh kualitas sumber daya
manusia (SDM) dari pejabat-pejabat desa di kecamatan Wanaraya. Selain itu juga
dipengaruhi oleh faktor-faktor yang membuat penerapan prinsip tersebut tidak
berjalan dengan maksimal. Sehingga perlu dukungan dari pihak Pemerintah
Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.



